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MOTTO 

 

“Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya.” 

(Q.S Al-Baqarah:286) 

 

“Everything you lose is a step you take” 

(Taylor Swift) 
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ABSTRAK 

 

Sengketa asuransi jiwa merupakan salah satu sengketa pada sektor jasa keuangan yang 

masih menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai kewenangan lembaga 

penyelesaian sengketa. Pengaturan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen sering dihadapkan dengan pengaturan khusus dalam Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa 

Keuangan sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas kewenangan BPSK 

dalam penyelesaian sengketa asuransi jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaturan hukum mengenai kewenangan BPSK dalam penyelesaian sengketa 

asuransi jiwa serta menganalisis batas kewenangan BPSK dalam penyelesaian sengketa 

tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah 

data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan BPSK tersebar dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan 

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan POJK Nomor 22 Tahun 

2023 yang pada dasarnya saling melengkapi sesuai ruang lingkup pengaturannya. Batas 

kewenangan BPSK ditentukan oleh karakter hubungan hukum dan objek sengketa yang 

diperiksa, bukan semata-mata berdasarkan status para pihak sebagai konsumen dan 

pelaku usaha. Sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 

berdasarkan polis asuransi merupakan bagian dari rezim hukum perasuransian dan jasa 

keuangan sehingga penyelesaiannya harus memperhatikan pengaturan khusus yang 

berlaku. 

 

Kata Kunci: Asuransi Jiwa, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), 

Kewenangan, Perlindungan Konsumen, Sengketa Jasa Keuangan. 
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ABSTRACT 

Life insurance disputes constitute one of the disputes in the financial services sector 

that continue to give rise to differing interpretations regarding the authority of dispute 

resolution institutions. The authority of the Consumer Dispute Settlement Agency 

(Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK) under Law Number 8 of 1999 

concerning Consumer Protection often intersects with the special regulations 

contained in Law Number 40 of 2014 concerning Insurance and Financial Services 

Authority Regulation (POJK) Number 22 of 2023 concerning Consumer and Public 

Protection in the Financial Services Sector, resulting in uncertainty regarding the 

limits of BPSK's authority in resolving life insurance disputes. This study aims to 

analyze the legal framework governing BPSK's authority in resolving life insurance 

disputes and to determine the limits of such authority. This research employs a 

normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The 

study relies on secondary data obtained through library research of primary, 

secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively using a 

prescriptive method. The findings indicate that the legal framework governing BPSK's 

authority is contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the 

Decree of the Minister of Industry and Trade Number 350/MPP/Kep/12/2001, Law 

Number 40 of 2014 concerning Insurance, and POJK Number 22 of 2023, all of which 

complement one another according to their respective regulatory scope. The limits of 

BPSK's authority are determined by the legal relationship and the subject matter of the 

dispute, rather than solely by the status of the parties as consumers and business actors. 

Disputes concerning the implementation of rights and obligations arising from an 

insurance policy fall within the legal regime of insurance and financial services; 

therefore, their resolution must take into account the applicable special regulations. 

Keywords: Life Insurance, Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), Authority, 

Consumer Protection, Financial Services Disputes. 
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